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Para bidan ternyata masih dikenakan potongan 15%“uang terima kasih” pengurusan biaya klaim, juga masihmembayar Rp10.000 uang jasa legalisasi dan pengajuanklaim. Budaya bersalin dukun ternyata tidak diako-modasi dalam kebijakan Jampersal sehingga perlu adauang kerja sama dukun yang meyakinkan dan membawaibu bersalin ke bidan. Persalinan rujukan yang berisikotinggi tidak dapat diklaim karena dianggap kewenanganrumah sakit rujukan. Ketidakpuasan bidan juga akibatkebiasaan menerima pembayaran langsung yang sejaklama ada dalam sistem pembiayaan pelayanan kesehatandi Indonesia.Skema Jampersal bebas memilih jasa pemberi jasa ke-hamilan dan persalinan cenderung menimbulkan per-saingan yang mengabaikan etika dan kesejawatan demipasien sehingga dapat terjadi kunjungan ANC dan per-salinan dilakukan oleh bidan berbeda. Bidan engganmengklaim pelayanan ANC K1 _ K4 karena persyaratanpengurusan klaim yang rumit. Masyarakat tidak me-
mahami bahwa bersalin di fasilitas yang bersih bertujuanmenurunkan kematian ibu dan bayi, bahkan mereka tidakmerasa bahwa budaya higiene sanitasi dan lingkunganmemengaruhi  kesehatan mereka. Perhatian mereka hanyaterfokus pada peran Jampersal menanggung biaya jasa persalinan. Kita selalu terbentur pada masalah yang sama, ketikagagasan dan tujuan mulia untuk kepentingan orangbanyak dijadikan peluang untuk kepentingan diri.Kondisi tersebut sangat rawan pada konflik kepentinganyang cenderung mengantarkan kita pada berbagaibenturan yang menghambat pencapaian tujuan. Terdapatbanyak orang yang mahir memanfaatkan dan merebutpeluang untuk diri sendiri dengan menggadaikan ke-pentingan orang lain. Rasanya tidak seorangpun yangboleh meragukan keluhuran tujuan dan niat kebijakanJampersal, tetapi kerikil-kerikil itu tetap berserakanmenghambat perjalanan. Selalu saja ada orang-orangyang tega. (Nasrin Kodim) 
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Artikel Penelitian
AbstrakKlaim persalinan yang rendah mengindikasikan ketidakpuasan bidan padaimplementasi kebijakan jaminan persalinan (Jampersal) di KabupatenPurbalingga. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi penyebabkan ketidak-puasan bidan dan hambatan implementasi kebijakan Jampersal di tingkatpelaksana. Penelitian deskriptif dengan desain studi kasus ini melakukanpengumpulan data kualitatif pada periode Maret _ Juli 2012 terhadap infor-man empat bidan pegawai negeri sipil (PNS) dan empat bidan pegawaitidak tetap (PTT). Ditemukan ketidakpuasan bidan dan hambatan pe-laksanaan kebijakan Jampersal tahun 2012, meliputi; besaran, pemotong-an, dan lama klaim persalinan, penghapusan klaim persalinan komplikasiyang dirujuk, persaingan tidak sehat, dan proses administrasi. Ketidak-puasan bidan dan hambatan implementasi kebijakan Jampersal me-merlukan kerja sama kalangan stakeholder untuk berkoordinasi secaramendalam untuk implementasi kebijakan Jampersal yang lebih baik padamasa mendatang. Kata kunci: Jaminan persalinan, kepuasaan bidan, persalinan normal
AbstractThe low service reimbursement indicates midwife unsatisfaction on policyimplementation of delivery insurance in Purbalingga District. The objectiveof this study was to explore several cause factors of and to know the barrierproblem on delivery insurance policy implementation at the ground level.This descriptive case study used qualitative data that collected in periodMarch _ July 2012. The Informants of this research include four civil servantmidwives and four non civil servant midwives. This research found sixfactors causes midwives unsatisfaction at Jampersal policy implementationin 2012 include reimbursement payment reduction, amount of servicereimbursement; delivery service complication referral payment; unfaircompetition practice; long time waiting for the reimbursement payment;delivery service reimbursement administration process. The midwifeunsatisfaction and the delivery insurance policy implementation barrier need
Kepuasan Bidan Desa dalam Pelayanan PersalinanNormal pada Implementasi Kebijakan JaminanPersalinanMidwives Satisfaction on Normal Delivery Care at Maternal DeliveryInsurance Policy Implementation
Arih Diyaning Intiasari, Arif Kurniawan, Endang Triyanto
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collaboration among stakeholders to deeply coordination for better deliveryinsurance policy implementation in the future. Keywords: Delivery insurance, midwife satisfaction, normal deliveryPendahuluanDi Kabupaten Purbalingga, pada awal tahun 2011,kebijakan jaminan persalinan (Jampersal) disosialisasi-kan pada bidan desa yang merupakan ujung tombaktenaga pelaksana dan diimplementasikan, sejak 1 Juni2011. Namun, di lapangan ditemukan bahwa masyarakattidak mengetahui keberadaan kebijakan Jampersal dansampai minggu ketiga bulan Oktober 2011, tidak adaklaim pelayanan persalinan Jampersal oleh bidan Purba-lingga. Kemungkinan ada resistensi bidan desa terhadapkebijakan Jampersal yang mengakibatkan mereka engganmelaporkan klaim persalinan sebagai bagian dariJampersal. Penyebab ketidakpuasan antara lain tarif per-salinan normal pada pasien yang mendapatkan Jampersalsangat rendah, jauh dari tarif yang biasa mereka tetap-kan.  Analisis unit biaya operasional pelayanan persalinannormal oleh bidan desa di Kabupaten Purbalinggamenemukan biaya sekitar  Rp180.000. Sedangkan, klaimpersalinan normal oleh bidan desa pada kebijakanJampersal adalah Rp350.000. Dengan demikian, biayayang diberikan oleh skema Jampersal kepada bidan desauntuk menangani persalinan normal telah lebih daricukup.1 Resistensi bidan desa di Kabupaten PurbalinggaAlamat Korespondensi: Arih Diyaning Intiasari, Fakultas Kedokteran dan IlmuKesehatan Univ. Jenderal Soedirman Gd. B, Jl. Dr. Soeparno KarangwangkalPurwokerto, Hp. 081327416601, e-mail: arih_diyan@yahoo.com
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 7, No. 9, April 2013mungkin disebabkan oleh faktor lain yang memengaruhikinerja provider pelayanan kesehatan meliputi ke-mampuan, pengalaman, pembelajaran, insentif danpersepsi beban kerja.2 Penelitian ini bertujuan mengkajikepuasan bidan desa pada penyelenggaraan pelayananpersalinan normal untuk dijadikan dasar pertimbanganmemperkuat implementasi kebijakan Jampersal olehpemerintah kabupaten.Metode Penelitian ini merupakan penelitian observasionaldeskriptif dengan rancangan studi kasus yang meng-gunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakandi Kabupaten Purbalingga dengan pertimbangan telah di-lakukan penelitian terdahulu tentang analisis biaya satu-an pelayanan Jampersal oleh bidan desa. Instrumen yangdipergunakan adalah panduan wawancara mendalamdengan 3 domain konsep, meliputi kepuasan bidan ter-hadap implementasi, dan hambatan yang dihadapi bidan.Lokasi penelitian dipusatkan di dua kecamatan diKabupaten Purbalingga dengan jumlah klaim palingsedikit, meliputi Kecamatan Karang Jambu dan Ke-camatan Karangreja. Jumlah Informan adalah enam in-forman bidan pelaksana yang meliputi empat bidanberstatus pegawai tidak tetap (PTT) dan dua bidan ber-status pegawai negeri sipil (PNS).Hasil Kepuasan Bidan Desa Menurut bidan, kebijakan Jampersal mengatasi per-masalahan keengganan ibu hamil dalam pelayanan ante-natal dan mendorong ibu lebih rajin memeriksakan ke-hamilan, memberikan kemudahan pembiayaan pe-meriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan olehtenaga kesehatan. Biasanya ibu hamil hanya memeriksa-kan kehamilan saat pertama (K1), sedangkan kunjunganberikutnya cenderung terhenti. Bidan merasakan secaraprofesional puas terhadap peningkatan kinerja cakupankunjungan pertama hingga keempat (K1 _ K4) dan per-tolongan persalinan tenaga kesehatan. “Iya, ampe sekarang sih he eh...puas ya. Karenaapa? Selain itu juga membantu saya Mba. Dulu kan se-belum ada Jampersal, untuk ibu hamil yang pertama bi-asanya rajin, tapi yang kedua, ketiga biasanya agakmalas. Tapi dengan ada Jampersal, itu kan gratis yasampe empat kali. Ya Alhamdulillah K4 nya tercapai.”(PTT1)“…tapi sekarang masyarakat semakin ke depansemakin tahu. Jadi sekarang Alhamdulillah udah 80%udah bersalin di tenaga kesehatan.” (PTT1)Promosi program Jampersal terus dilakukan padamasyarakat dengan berbagai acara dan pertemuan ditingkat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa,PKK rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW), pos
pelayanan terpadu (posyandu), pelayanan kesehatan desa(PKD), dan pemberitahuan langsung dengan mendatangisecara aktif para ibu hamil dan melahirkan. “Ada pertemuan PKK ya Mba saya mengisi tentangjampersal...trus posyanduan itu kan banyak ya Mba ibu-ibu…saya mengisi dengan tema jampersal setelah itusambung-menyambung lah gitu Alhamdulillah dah padatau.” (PTT1)“Kalau untuk woro-woro tentang Jampersalnyasudah dilakukan, biasanya di kegiatan posyandumaupun kumpulan warga, terkadang juga saat pasienperiksa ke PKD.” (PTT2)“Udah tau kok Mba, biasanya saya suka woro-worodi rapat koordinasi, PKK sama kader, trus kalo pas lagiperiksa juga saya promosikan, terutama yang buat ibumelahirkan nanti.” (PTT3)“Promosi biasa dilakukan di pertemuan desa gitu siMba, kalau secara langsung ya jarang, door to door gitu?Tapi mereka juga udah tau, paling kalau untuk bidan yalahiran normal sama KB.” (PNS1)“Setiap ada ibu hamil yang periksa di tempatku, yasaya sarankan secara otomatis ya disini pada ikutJampersal. Otomatis ya kalau nanti mau melahirkansekarang ada Jampersal pemeriksaan kehamilan di-biayai pemerintah 4 kali gratis. Persalinan normal itugratis dan tidak ada tambahan biaya apa pun, terusmisalnya sampai ke rumah sakit juga masih ditanggungoleh Jampersal seperti itu promosinya, tapi dengan syaratbersalinnya di fasilitas kesehatan dan dengan tenaga ke-sehatan.” (PNS2)Pada tahun 2012, biaya persalinan dalam skemaJampersal dinaikkan dari Rp350.000 menjadiRp500.000, sebagai respons pemerintah terhadap ke-tidakpuasan bidan desa pada jumlah pengganti biaya per-salinan bidan di desa yang rendah. “Ya, dulu mungkin karena 350 ribu ya mungkinkarena banyak saran lah kenapa cuma segitu, jadi di2012 dinaikkan jadi 500 ribu. Ya alhamdulillah dengan500 ribu ya sudah dapat menutupi.” (PTT1)“Kalau tentang kepuasan ya lumayan Mba...teruta-ma untuk klaim persalinan normal, dulu cuma 350,sekarang mending jadi 500.” (PTT2)Pemerintah terus berupaya dalam perbaikanimplementasi kebijakan Jampersal, kenaikan secaraberkala dilakukan secara bertahap untuk mendapatkankepuasan bidan dalam hal penyesuaian tarif pelayanan.Ketidakpuasan Bidan Desa Jumlah pembayaran yang diterima bidan desa tidakRp500.000, tetapi untuk persalinan pada jam kerja, dipo-tong 25% sehingga jumlah yang diterimakan adalahRp375.000. Klaim persalinan diberikan pada persalinandi luar jam kerja. Pemotongan tersebut untuk biaya obatdinas kesehatan kota (DKK) atau pusat kesehatan
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Intiasari, Kurniawan & Triyanto, Kepuasan Bidan Desa dalam Pelayanan Persalinan Normalmasyarakat (puskesmas). Ternyata, pada persalinan di-dalam dan diluar jam kerja, bidan menggunakan obatpribadi. Menurut bidan, tidak pernah ada rincian yangjelas dan transparan terhadap penggunaan pemotonganklaim persalinan tersebut. “Bunyinya iya dapet 500 ribu, tapi sampe ditanganya gak segitu Mba, itu ada potongan macem-macem.Dua puluh lima persen dipotong pas partus jam kerja(08.00 _ 14.00) tapi kalau yang di luar jam kerja kitadapet penuh 500 ribu. Bedanya, kalau untuk klaim jamkerja itu dapet bantuan berupa obat-obatan denganpotongan 25% tadi tapi kalau yang di luar jam kerjatanpa bantuan tanpa potongan. Kalau saya sih lebihmending milih partus di luar jam kerja Mba. Dari pusatjuga gak dijelasin 25% itu untuk apa aja, cuma bunyi-nya buat biaya ganti obat gitu Mba.” (PTT2)Selain itu, para bidan masih dikenakan tambahanpotongan 15% untuk “uang terima kasih” pada kepalapuskesmas dan bendahara yang mengurus kelancaranklaim Jampersal. Potongan yang di luar kesepakatantersebut mengecewakan bidan. “Potongannya 25% buat pengganti obat, itu buatyang partus jam kerja, tapi di luar jam kerja gak adapotongan. Tambah lagi 15%, katanya si ya buat bagiankepala puskesmas sama bendahara, uang terima kasihatau apa, tapi gak jelas juga reng-rengan perinciannya.Agak gimana si ya Mba, lah pasien dateng ke kita, melekdari jam 1 malem tapi partus baru jam 9 pagi, kita yangbuang kotorannya ini itu, eh mereka yang gak ngapa-ngapain dapet bagian, ya mandan mbedegel hehehe.Untuk kesepakatan potongan ada Mba, tapi di luar yang15% itu, kita ngeluarin 10 ribu itung-itung ya buat biayabolak-balik mereka yang ngurus, kalo itu si gak masalahlah, tapi yang 15% tadi itu mba.” (PTT3)Ada bidan yang masih mengeluarkan dana tambahanuntuk membayar jasa pengurusan legalisasi dan fotokopipersyaratan pengajuan klaim sebesar Rp10.000. “…kita ngeluarin 10 ribu itung-itung ya buat biayabolak-balik mereka yang ngurus, kalo itu si gak masalahlah…”(PTT3)Selain itu, ada bidan yang memberikan uang kepadadukun bayi yang mengantarkan ibu hamil untuk bersalinpada bidan, sebagai pernyataan terima kasih. Budayamasyarakat untuk bersalin pada dukun bayi masih sangatkuat dan hal tersebut tidak diakomodasi dalam kebijakanJampersal. “Dari 500 yang didapet trus dipotong tadi, kita harusngeluarin juga mba, buat dukun. Di sini masyarakatnyamasih seneng ke dukun si, kita ya susah jadinya...Mereka ya Mba (dukun) harus oprak-oprak biar partuspasien di bidan, lah iya masa kita gak ngasih persenanke mereka, jumlahnya ya gak tentu Mba, tapi ya ada lahanggaran buat yang kayak itu, mana Jampersal mautau?” (PNS1)
Ada bidan yang tidak mempermasalahkan pemotong-an tersebut asalkan dirincian secara transparan. “...Kalau untuk potongan di sini ya paling 25% un-tuk obat (partus saat jam kerja) sama uang terima kasihgak usah diitung lah ya Mba, sodakoh, tapi kalo bidanpelit ya 10 ribu masih diungkit-ungkit, jadi gak usah di-masukin aja Mba yang 10 ribu ini ya (merahasiakan).”(PNS2)Ada juga bidan yang mengeluhkan jumlah klaim pem-bayaran untuk pelayanan persalinan pada Jampersal.Mereka menganggap jumlah yang mereka terima lebihrendah daripada tarif persalinan yang mereka gunakanselama ini, untuk bidan PTT berada pada kisaranRp400.000 – Rp600.000, dan untuk bidan PNS berkisarantara Rp350.000 – Rp800.000.“Duitnya Mba hehehe. Untuk tarif persalinan normalmisalnya, kita cuma dapet 500 ribu, ya kalau tanpapotongan bulet segitu si gakpapa, tapi kalo sama potong-an ya berat ya Mba, paling gak nambah jadi 600 ribulah.” (PTT2)Menurut bidan, untuk persalinan normal, pengganti-an Rp500.000 dirasakan tidak sesuai dengan tarifpelayanan yang biasa mereka gunakan. Tarif yang biasadigunakan berada pada kisaran Rp600.000 sampaiRp1.000.000. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan bidandalam variabel finansial terutama yang berkaitan denganjumlah klaim untuk persalinan normal. Bidan meng-harapkan jumlah klaim dapat dinaikkan sehingga akansesuai dengan tarif umum diluar Jampersal. Peningkatanjumlah klaim nantinya diharapkan dapat meningkatkankomitmen bidan dalam melaksanakan tugasnya melayanipasien Jampersal. Selain itu, ketidakpuasan padapelayanan rujukan komplikasi ibu setelah melahirkanyang harus dirujuk tidak dapat diajukan klaim, karena di-anggap persalinan risiko tinggi yang berhak diklaim olehrumah sakit rujukan.“Ada lagi Mba, yang tentang rujukan komplikasi,misal ada yang mau partus trus ada perdarahan, kan yakita urusi pasiennya ini itu di sini, dikasih obat, manamungkin dibiarin jor klowor gitu aja, tapi nanti dirujukya kita gak dapet apa-apa Mba, gak diitung persalinansi.” (PNS1)Skema Jampersal yang membebaskan masyarakatmemilih bidan yang melayani pemeriksaan kehamilandan persalinan. Beberapa bidan berusaha mencari pasiensebanyak mungkin dengan mendiskreditkan bidan lain.“Jelas Mba, Jampersal ya menimbulkan persaingan,dengan Jampersal kan otomatis masyarakat bebas biaya,mereka bebas milih bidan mana aja, kadang bidan jugaada yang rese si Mba, namanya juga manusia kali, diabilang lah aja babaran nang kono, mengko di rujuk iniitu, istilahnya ya dijelek-jelekin Mba, ya itu si ada bidanyang kayak gitu, gak semua.” (PNS1)Kebijakan ini memacu bidan memberikan pelayanan
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Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 7, No. 9, April 2013yang baik sehingga kompetisi lebih kepada kualitaspelayanan kesehatan yang diberikan yang meliputiketepatan, kecepatan, keramahan, dan kenyamanan.Untuk mengelimininasi kompetisi yang tidak sehat perlupendekatan kelembagaan dengan memberikan sanksiyang tegas dan kesepakatan etik melalui organisasiprofesi seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI).Ketidakpuasan bidan muncul akibat budaya pe-nerimaan fee for services atau out of pocket yang sudahlama dalam sistem pembayaran provider pelayanan ke-sehatan di Indonesia. Bidan merasa lebih puas ketikamenerima pembayaran secara langsung dari pasien yangbersalin daripada harus menunggu klaim persalinanJampersal yang lama dan harus disertai dengan pengurus-an beberapa persyaratan. “Kalau dari kepuasan pembayaran…umum kancepet langsung bayar kalau yang sekarang Jampersal kanharus menunggu klaimnya cairnya lama jadi haruspakai uang sendiri dulu. lah di sini sudah ga ada duit…”(PTT4)Keluhan juga ditemukan pada persyaratan pengajuanklaim pelayanan yang rumit. Semua bidan memahamisemua persyaratan yang diperlukan seperti fotokopiidentitas diri ibu, buku kesehatan ibu dan anak (KIA),lembar verifikator atau lembar pemantauan (partograf)yang telah terisi. Klaim diajukan setiap menjelang akhirbulan secara kolektif dibawah koordinator puskesmas.Klaim yang tidak benar atau tidak lengkap dikembalikanuntuk segera disempurnakan. “Untuk masalah ribet enggaknya ya dapat dibilangribet. Kalau biasanya tanpa Jampersal pasien periksaatau melahirkan, selesai, langsung bayar, sekarangharus ngurus ini itu. Dokumennya ya ada fotokopi iden-titas, buku KIA, lembar verifikator. Belum juga kalausyaratnya ada yang kurang, nanti dikembalikan lagi trusdiurus lagi. Kalau untuk yang dulu-dulu si gak ada pe-nundaan Mba, tapi kemarin sempet tertunda 1 bulan, itujuga gak tau kenapa, katanya belum cair gitu, kita kantinggal tunggu sms, kalau udah cair baru ke puskesmas.”(PTT2)“Fotokopi KTP istri syukur-syukur si ada suami,fotokopi KTP istri saja cukup ditambah fotokopi suamilebih bagus kemudian partograf berarti lembar per-kembangan/pemantauan persalinan yang ditanda-tangani oleh yang bersalin dan penolong persalinan,terus rekap persalinan selama 1 bulan berapa, tulis adablangkonya, terus yang di depan sendiri itu lembarverifikasi lengkap apa tidak persyaratannya, itu thokudah. Kalau dulu ada buku KIA di fotokopi yang lembarberapa, banyak banget kalau tahun 2011, tapi kalautahun 2012 si sudah disederhanakan berarti cuma tigathok persyaratannya jadi lebih enak, gampang.” (PNS1)“Kalau dulu si sebenarnya nggak susah, cumabanyak difotokopi buku KIAnya akhirnya kan sok lama
banget bidan karena kan fotokopi ini itu, kalau sekarangnggak.” (PNS2)Namun, para bidan mengeluhkan penggantian biayapelayanan yang terlalu lama, karena dana tersebut akandigunakan untuk menutupi biaya pelayanan yang sudahdiberikan, meliputi obat dan bahan habis pakai.“Untuk masalah penundaan pencairan juga Mba,kita kan butuh beli obat, infus dan sebagainya, lha duit-nya aja macet, gimana mau beli. Kalau istilahnyadagang kan kita kulak dulu pakai uang sendiri, baru di-ganti. Semisal saya utang dulu ke bank untuk beli obatsama keperluan lain, trus klaim tertunda 1 atau 2 bulanbaru cair, padahal utang di bank sudah berbunga, apa yaitung-itungan Jampersal sampe ke arah situ, ya gak thomereka taunya jumlah klaim ya segitu, tanpa ada biayaapa-apa lagi, itu semisal lho ya Mba.” (PNS1)Sebagian bidan dapat memahami penyebab ke-terlambatan pencairan klaim Jampersal. Tidak dapatdipungkiri bahwa kebijakan Jampersal banyak men-dongkrak angka pemeriksaan kehamilan dan persalinantenaga kesehatan.“Kalau ada telat telat ya wajarlah…ya nggak papahehehe...nggak papa wong memang karena dananyasudah minim. Dananya minim karena ternyata banyakpersalinan di luar kuota jadi akhirnya menunggu sampaikeluar lagi baru dicairkan, ya nggak papa...Diklaimkan,pake KTP, lembar pemantauan persalinan, rekap per-salinan dikumpulkan ke puskesmas tiap akhir bulan,lalu puskesmas nanti laporan ke DKK. Di DKK baru di-verifikasi betul apa nggak, kadang ada kesalahan yakembali lagi ke puskesmas, dibetulkan baru kesana,kalau udah acc baru cair.” (PNS2)HambatanBeberapa wilayah di Kabupaten Purbalingga merupa-kan kantong persalinan dukun bayi. Berbagai ceritatentang persalinan tenaga kesehatan tampaknya lebihmendukung persalinan pada dukun bayi. Persalinantenaga kesehatan hampir dapat dipastikan selalui disertaijahitan akibat robek jalan lahir, sebaliknya persalinandengan dukun bayi relatif lebih lancar dan aman tanpasakit yang lama. “Di tempatku masih ada yang bersalin di dukun.Mungkin kaya tadi malem juga itu mungkin dia ingin,tapi karena ngabarinnya telat ya akhirnya seperti itu,kalau dari bulan Januari si seperti itu kasusnya ga adayang nguja. Eh ada satu bulan April dengan dukunmurni malah, wong lahir malem, jam setengah sembilanaku ke sana pagi, lahir dua kilogram  jadi  prematur. Ituanak pertama tapi Ibu pendiem jadi nggak tau maulahiran, memang kalau prematur cepet banget proses-nya. Cuma katanya si dari isya dari jam tujuh bengkaksudah mules-mules, ternyata setengah sembilan sudahlahir, jadi cuma sama dukun thok lahirnya juga cuma
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Intiasari, Kurniawan & Triyanto, Kepuasan Bidan Desa dalam Pelayanan Persalinan Normal dua kilogram, cepet umum.” (PNS2)Kebijakan Jampersal yang tidak membatasi pelayananpemeriksaan kehamilan, persalinan, dan nifas pada bidantertentu, menawarkan akses pelayanan persalinan tenagaprofesional yang aman. Oleh sebab itu, dapat terjadiseorang ibu hamil melakukan kunjungan untuk pe-meriksaan pelayanan antenatal pada bidan tertentu danbersalin pada bidan yang lain. Ada keengganan bidanmengajukan klaim untuk pelayanan antenatal K1 _ K4karena enggan mengurus persyaratan pengajuan klaimuntuk pembayaran yang tergolong kecil.  “Kalau persalinan cuma kadang-kadang ngeklaim-nya itu yang lama misalnya kaya kemarin persalinanbulan April baru dapat cair bulan Juni. Ga ada yangngurus khusus Jampersal sendiri si...ya itu paling, kankadang ada yang periksa kehamilan dengan saya tapipersalinannya ke bidan yang lain jadi saya ga dapatngeklaim. Kalau pelayanan antenatal saja ya dapat di-klaim, tapi aku males ndadak mintain KTP, ya akhirnyanggak aku klaim, ya boleh, tapi saya mau minta KTP sa-ja sudah ga enak terus dapet cuma seberapa 10.000/pe-meriksaan kalau dulu, kalau sekarang 20.000.” (PTT3)Kondisi tersebut tidak terjadi pada banyak kasus,tetapi perlu dicarikan pemecahan. Ada kemungkinan ibumelahirkan di tempat lain bahkan di luar kota mengingatmobilitas penduduk yang sangat tinggi. Perlu sosialisasidari koordinator bidan untuk menyepakati aturan mainyang mempermudah klaim pelayanan Jampersal, sepertimelihat kartu keterangan penduduk ketika melakukankunjungan periksa hamil K1 _ K4.Hambatan pada pelayanan nifas pascapersalinannormal adalah alat kontrasepsi dari Badan Kependuduk-an dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yangtidak selalu tersedia tepat waktu. “Untuk kontrasepsi…dari BKKBN memang turun-nya telat ya, memang perlu proses si dari pusat, kekabupaten terus kesini memang perlu waktu tapi nggaksampai dua bulan paling lima puluh hari.” (PNS2)“Akeh sing pada ora gelem KB kan dulu, kalausekarang dengan adanya Jampersal KB gratis jadi padamau. kalau suntik kan pakai obat kita kalau susuk kanharus nunggu turun dari sananya, pasien otomatis ter-tunda tidak dilayani, ya harus menunggu sampai alatkontrasepsi itu ada. Harapan dari pelayanan KB semuadipenuhi, obat-obatan ditambah, ditambah anu jasa...ehehehe udah lah saya tah ngomongnya gitu aja. Sayakan tadi udah ngomong puas. ya puas lah.” (PTT4)Umumnya, masyarakat kengganan bersalin di fasilitaspelayanan kesehatan, tetapi mereka selalu ingin men-dapatkan jaminan dari Jampersal. Mereka tidak me-mahami alasan yang mengharuskan persalinan di fasilitaspelayanan kesehatan untuk menurunkan risiko kematianibu dan bayi di pemukiman yang tidak terjamin sterilitas-nya. 
“Kalau di masyarakat itu keberatannya kalau dapatlahiran di rumah ikut Jampersal inginnya di rumah ituikut Jampersal, tapi kalau sekarang kan lahiran dirumah. Rumahnya bukan rumah sehat kan kemungki-nan ada risiko infeksi. Dapat juga karena jauh dari jalanraya, misal ada sesuatu kan sulit untuk merujuk kalaubersalin di rumah. Jadi, pemerintah memberi kebijakanseperti itu harus di fasilitas kesehatan. Memang karenasekarang semua persalinan (Jamkesmas, Jampersal) ituharus di fasilitas kesehatan.“ (PNS2)Selain itu, di beberapa wilayah ada kesulitan meng-akses fasilitas pelayanan kesehatan akibat hambataransarana transportasi. Warga khawatiran persalinan terjadidiperjalanan sehingga merasa lebih aman bersalin denganbantuan dukun bayi yang dapat dipanggil ke rumah. “…Kendalanya itu apa yaa?...medan…Kalo medan-nya jauh…Jingkang kan Medannya kaya gitu ya adayang takut...mbok kebrojolan di jalan…satu dua masihada yang bersalin dengan dukun dengan kendalaitu…Alhamdulillah kemaren sih udah ada yang mau di-tandu.” (PTT1)PembahasanMasyarakat di beberapa daerah di Jawa Baratcenderung menggunakan pelayanan dukun bayi yangrelatif lebih murah sehingga kebijakan Jampersal yangmenjamin biaya pelayanan tenaga kesehatan profesionalmeliputi biaya transportasi dan jasa pelayanan me-ningkatkan akses pelayanan periksa hamil, bersalin danperiksa nifas di fasilitas pelayanan kesehatan.2,3 DiPakistan, jaminan pembiayaan pelayanan maternalmeningkatkan jumlah persalinan tenaga kesehatansekitar 22%, pemeriksaan antenatal sekitar 22% danpemeriksaan nifas sekitar 35%.4 Di Kamboja, padaperiode 2006 _ 2008, jaminan persalinan kesehatanmeningkatkan persalinan normal oleh tenaga kesehatandari 16,3% menjadi 44,9%.5 Di Vietnam, sekitar 60%anggota masyarakat sektor informal yang tanpa  jaminanasuransi kesehatan lebih memilih jasa pelayanan praktikdokter swasta daripada fasilitas pelayanan kesehatanpemerintah, sekitar 31% memilih berobat sendiri.6Akses pelayanan kesehatan antara lain dipengaruhibiaya pemilihan kepala daerah yang tinggi, prioritaskesehatan yang rendah, disparitas fasilitas pelayanan ke-sehatan, kepemimpinan sektor kesehatan yang rendah,serta kemiskinan.7 Upaya perluasan akses masih terbataspada penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, meng-abaikan upaya pengendalian biaya kesehatan, sepertirasionalisasi penggunaan obat generik.8 Di perdesaanAsia Selatan, akses pelayanan kegawatdaruratan persalin-an di wilayah perdesaaan tergolong sangat rendah, hanyasekitar 5%, bahkan di wilayah perdesaan Afrika SubSahara hanya 1%, akibat biaya pelayanan yang sangattinggi.9
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Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 7, No. 9, April 2013Setiap kebijakan jaminan persalinan untuk masya-rakat harus memerhatikan kepentingan bersama dankepuasan bidan desa dan tenaga kesehatan di fasilitasrujukan.10 Implementasi kebijakan jaminan pembiayaanpersalinan masyarakat perlu dukungan kesiapan petugaspelayanan kesehatan menjaga kualitas pelayanan.11Pemerintah perlu menghargai bidan di desa yang di-percaya sebagai ujung tombak pelayanan kesehatanmasyarakat di Indonesia.Ketidakpuasan bidan antara lain terjadi akibat budayapembayaran biaya pelayanan langsung oleh pasien yangtelah berjalan sejak lama dalam sistem pembayaranpetugas pelayanan kesehatan di Indonesia. Bidan lebihpuas menerima pembayaran langsung dari pasien yangbersalin, daripada menunggu pembayaran klaim per-salinan Jampersal yang relatif lama dan harus menyerta-kan beberapa persyaratan. Upaya mengubah perilakuyang telah membudaya dalam masyarakat tidak mudah.Berbagai pendekatan tentang metode pembayaran perludisosialisasikan kepada bidan. Pendidikan kesehatan diIndonesia perlu mendapat mata kuliah asuransi kesehat-an dan sistem pembayaran provider kesehatan.Komitmen bidan dalam melaksanakan yangmeningkat diharapkan berdampak meningkatkan ke-puasan kerja dan harapan. Peningkatan gaji berdampakpositif terhadap komitmen kerja yang meningkatkankepuasan kerja bidan dan meningkatkan motivasikerja.12 Selain itu, berdasarkan eviden penelitian tentangtempat pelayanan yang berkualitas, insentif yang layakdipertimbangkan untuk tenaga kesehatan.13 Kepuasankerja bidan yang bertanggung jawab dan mempunyaiperan sosial tinggi tidak hanya diukur secara finansial.Setiap bidan perlu menyadari peran sosial yang merekajalankan sehingga orientasi finansial tidak menjadiprioritas dominan kepuasan kerja. Penentuan unit biayaper wilayah, tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakatdapat diwujudkan, seperti sarana transportasi rujukandan transportasi ibu bersalin di medan yang berat.Di beberapa daerah urban, Kabupaten Purbalingga,pelayanan dukun bayi tidak terbatas hanya pada persalin-an, mereka juga berperan pada pemeriksaan kehamilandan nifas. Di Jawa Barat, pelayanan dukun bayi diguna-kan pada bulan keempat dan kedelapan kehamilandengan memijat dan menggunakan air kembang untukmengetahui posisi bayi. Pelayanan dukun bayi pada masanifas diberikan sampai pusar bayi tanggal dan ibu melaluimasa nifas 40 hari.3 Masyarakat mengaggap pelayanandukun bayi lebih sabar dan penuh perhatian pada pasiendibandingkan tenaga kesehatan. Di negara berkembangyang miskin, penggunaan pelayanan kesehatan maternalberhubungan dengan berbagai faktor sosioekonomi dandemografi. Di Bolivia, sekitar 75% ibu bersalin yang dirujuk kefasilitas kesehatan berada dalam kondisi kritis
obstetrik.14 Dukun bayi adalah istilah yang lazim diIndonesia untuk traditional birth attendance. MenurutWorld Health Organization (WHO), dukun bayi men-dampingi ibu secara teknis selama persalinan dan di-anggap mempunyai keahlian oleh masyarakat dalammenolong persalinan dan meningkatkan kemampuanuntuk berbagi dengan sesama dukun bayi.9Di wilayah perdesaan Tanzania, masyarakat lebihnyaman bersalin di rumah dengan pertolongan dukunbayi karena sulit mengakses fasilitas kesehatan, tidakpernah ada upaya untuk meningkatkan akses masyarakatpada fasilitas pelayanan kesehatan.15 Di Irak, ibu yangmenggunakan jasa pelayanan persalinan dukun bayiadalah perempuan berpendidikan rendah pada kuantilpenghasilan terendah.16 Berbagai upaya dilakukan ter-masuk pelatihan dukun bayi untuk mengurangi praktikpertolongan persalinan yang tidak aman. Namun, secaraempiris segala bentuk pelatihan dukun bayi yang pernahdilakukan belum terbukti efektif dan berdampak me-nurunkan kematian ibu dan bayi.9 Di Ghana, penyediaanobat pencegah perdarahan dalam persalinan sangat sulitdilakukan bagi masyarakat perdesaan yang bersalin dirumah. Di Nepal, sekitar 98% kematian bayi baru lahirterjadi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan seki-tar 90% bersalinan di rumah.17,18Di Iran,  kaum perempuan percaya bahwa lebih baikmeninggal ketika melahirkan di rumah daripada harusbersalin pada bidan ataupun di rumah sakit.19 Persepsiseperti itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, budaya ,dan kepercayaan serta tingkat ekonomi masyarakat. DiIsrael, pada kajian selama sepuluh tahun, ditemukan bah-wa masyarakat perdesaan tidak sepenuhnya meng-gunakan pengobatan medis konvensional untuk meng-atasi masalah kesehatan, mereka juga menggunakanberbagai pengobatan alternatif yang membudaya didalam masyarakat.20 Pemilihan prosedur pengobatan danpenyembuhan dipengaruhi oleh variasi budaya, politik,keyakinan, dan kekuatan sosial di dalam masyarakat. DiBangladesh, sekitar 63% kematian bayi terjadi akibatpertolongan persalinan dan perawatan ibu dan neonatusoleh dukun bayi tradisional.21 Di wilayah perdesaanKenya, sekitar 51,8% persalinan tidak ditangani olehtenaga kesehatan, sekitar 38,6% proses persalinan di-bantu oleh tetangga atau saudara, sekitar 15% persalinandibantu oleh dukun bayi tradisional dan sekitar 11%memilih melahirkan sendiri.22Hanya sekitar 15% masyarakat di Laos yang bersediabersalin di fasilitas kesehatan dengan alasan jarak kefasilitas kesehatan, kesulitan akses dan biaya mencapaifasilitas kesehatan, sikap tenaga kesehatan, kualitaspelayanan kesehatan, posisi horizontal partus, ketidak-leluasaan, tindakan episiotomi dan kehadiran petugas la-ki-laki pada persalinan, kehangatan keluarga, kedekatananak-anak, dan suasana rumah. Selain itu, kecocokan
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Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 7, No. 9, April 2013Setiap kebijakan jaminan persalinan untuk masya-rakat harus memerhatikan kepentingan bersama dankepuasan bidan desa dan tenaga kesehatan di fasilitasrujukan.10 Implementasi kebijakan jaminan pembiayaanpersalinan masyarakat perlu dukungan kesiapan petugaspelayanan kesehatan menjaga kualitas pelayanan.11Pemerintah perlu menghargai bidan di desa yang di-percaya sebagai ujung tombak pelayanan kesehatanmasyarakat di Indonesia.Ketidakpuasan bidan antara lain terjadi akibat budayapembayaran biaya pelayanan langsung oleh pasien yangtelah berjalan sejak lama dalam sistem pembayaranpetugas pelayanan kesehatan di Indonesia. Bidan lebihpuas menerima pembayaran langsung dari pasien yangbersalin, daripada menunggu pembayaran klaim per-salinan Jampersal yang relatif lama dan harus menyerta-kan beberapa persyaratan. Upaya mengubah perilakuyang telah membudaya dalam masyarakat tidak mudah.Berbagai pendekatan tentang metode pembayaran perludisosialisasikan kepada bidan. Pendidikan kesehatan diIndonesia perlu mendapat mata kuliah asuransi kesehat-an dan sistem pembayaran provider kesehatan.Komitmen bidan dalam melaksanakan yangmeningkat diharapkan berdampak meningkatkan ke-puasan kerja dan harapan. Peningkatan gaji berdampakpositif terhadap komitmen kerja yang meningkatkankepuasan kerja bidan dan meningkatkan motivasikerja.12 Selain itu, berdasarkan eviden penelitian tentangtempat pelayanan yang berkualitas, insentif yang layakdipertimbangkan untuk tenaga kesehatan.13 Kepuasankerja bidan yang bertanggung jawab dan mempunyaiperan sosial tinggi tidak hanya diukur secara finansial.Setiap bidan perlu menyadari peran sosial yang merekajalankan sehingga orientasi finansial tidak menjadiprioritas dominan kepuasan kerja. Penentuan unit biayaper wilayah, tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakatdapat diwujudkan, seperti sarana transportasi rujukandan transportasi ibu bersalin di medan yang berat.Di beberapa daerah urban, Kabupaten Purbalingga,pelayanan dukun bayi tidak terbatas hanya pada persalin-an, mereka juga berperan pada pemeriksaan kehamilandan nifas. Di Jawa Barat, pelayanan dukun bayi diguna-kan pada bulan keempat dan kedelapan kehamilandengan memijat dan menggunakan air kembang untukmengetahui posisi bayi. Pelayanan dukun bayi pada masanifas diberikan sampai pusar bayi tanggal dan ibu melaluimasa nifas 40 hari.3 Masyarakat mengaggap pelayanandukun bayi lebih sabar dan penuh perhatian pada pasiendibandingkan tenaga kesehatan. Di negara berkembangyang miskin, penggunaan pelayanan kesehatan maternalberhubungan dengan berbagai faktor sosioekonomi dandemografi. Di Bolivia, sekitar 75% ibu bersalin yang dirujuk kefasilitas kesehatan berada dalam kondisi kritis
obstetrik.14 Dukun bayi adalah istilah yang lazim diIndonesia untuk traditional birth attendance. MenurutWorld Health Organization (WHO), dukun bayi men-dampingi ibu secara teknis selama persalinan dan di-anggap mempunyai keahlian oleh masyarakat dalammenolong persalinan dan meningkatkan kemampuanuntuk berbagi dengan sesama dukun bayi.9Di wilayah perdesaan Tanzania, masyarakat lebihnyaman bersalin di rumah dengan pertolongan dukunbayi karena sulit mengakses fasilitas kesehatan, tidakpernah ada upaya untuk meningkatkan akses masyarakatpada fasilitas pelayanan kesehatan.15 Di Irak, ibu yangmenggunakan jasa pelayanan persalinan dukun bayiadalah perempuan berpendidikan rendah pada kuantilpenghasilan terendah.16 Berbagai upaya dilakukan ter-masuk pelatihan dukun bayi untuk mengurangi praktikpertolongan persalinan yang tidak aman. Namun, secaraempiris segala bentuk pelatihan dukun bayi yang pernahdilakukan belum terbukti efektif dan berdampak me-nurunkan kematian ibu dan bayi.9 Di Ghana, penyediaanobat pencegah perdarahan dalam persalinan sangat sulitdilakukan bagi masyarakat perdesaan yang bersalin dirumah. Di Nepal, sekitar 98% kematian bayi baru lahirterjadi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan seki-tar 90% bersalinan di rumah.17,18Di Iran,  kaum perempuan percaya bahwa lebih baikmeninggal ketika melahirkan di rumah daripada harusbersalin pada bidan ataupun di rumah sakit.19 Persepsiseperti itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, budaya ,dan kepercayaan serta tingkat ekonomi masyarakat. DiIsrael, pada kajian selama sepuluh tahun, ditemukan bah-wa masyarakat perdesaan tidak sepenuhnya meng-gunakan pengobatan medis konvensional untuk meng-atasi masalah kesehatan, mereka juga menggunakanberbagai pengobatan alternatif yang membudaya didalam masyarakat.20 Pemilihan prosedur pengobatan danpenyembuhan dipengaruhi oleh variasi budaya, politik,keyakinan, dan kekuatan sosial di dalam masyarakat. DiBangladesh, sekitar 63% kematian bayi terjadi akibatpertolongan persalinan dan perawatan ibu dan neonatusoleh dukun bayi tradisional.21 Di wilayah perdesaanKenya, sekitar 51,8% persalinan tidak ditangani olehtenaga kesehatan, sekitar 38,6% proses persalinan di-bantu oleh tetangga atau saudara, sekitar 15% persalinandibantu oleh dukun bayi tradisional dan sekitar 11%memilih melahirkan sendiri.22Hanya sekitar 15% masyarakat di Laos yang bersediabersalin di fasilitas kesehatan dengan alasan jarak kefasilitas kesehatan, kesulitan akses dan biaya mencapaifasilitas kesehatan, sikap tenaga kesehatan, kualitaspelayanan kesehatan, posisi horizontal partus, ketidak-leluasaan, tindakan episiotomi dan kehadiran petugas la-ki-laki pada persalinan, kehangatan keluarga, kedekatananak-anak, dan suasana rumah. Selain itu, kecocokan
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Intiasari, Kurniawan & Triyanto, Kepuasan Bidan Desa dalam Pelayanan Persalinan Normal dengan metode pertolongan dukun tradisional sepertiberbaring di matras perapian yang hangat, posisimelahirkan vertikal dan pijatan yang menenangkan men-jadi alasan lain. Keputusan tentang tempat dan tenagapenolong persalinan tidak berada oleh sang ibu, tetapipada para suami, ibu, dan ibu mertua.23 Di Australia,perlu pendekatan khusus kepada komunitas untuk berse-dia menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan ibu dananak.24Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat tidakmengetahui secara pasti alasan untuk tidak bersalin, ke-mungkinan masyarakat tidak merasa bahwa budayahigiene sanitasi dan lingkungan tidak berpengaruh ter-hadap kesehatan. Perlu upaya promosi kesehatan yangbersinambungan melalui berbagai media dan contohnyata. Para profesional kesehatan perlu secara sungguh-sungguh meyakinkan masyarakat untuk menggunakanpelayanan di fasilitas kesehatan. Di Indonesia, infrastruktur masih menjadi masalahyang belum terpecahkan hingga kini. Kebijakan pem-biayaan kesehatan belum diimbangi oleh kebijakanpengembangan akses sumber daya dan fisik. Kondisigeografis membutuhkan sarana transportasi jalan raya,dan alat transportasi seperti kapal, pesawat atauhelikopter dan untuk beberapa wilayah pelosok jugakuda. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa perandukun bayi tidak dapat diabaikan. Saat ini, kebijakankementerian kesehatan tidak untuk mengeliminasi dukunbayi. Setiap tahun pemerintah berupaya meningkatkanakses masyarakat pada pelayanan kesehatan, upaya ter-sebut tidak terbatas pada perbaikan fisik dan bantuanfinansial, tetapi juga penyediaan sumber daya bidanputra daerah dan pemberian insentif untuk tenaga ke-sehatan di daerah pedalaman dan perbatasan.Kesimpulan Kepuasan bidan desa terhadap implementasi ke-bijakan Jampersal di Kabupaten Purbalingga meliputipencapaian target kinerja cakupan pelayanan K1 _ K4dan persalinan tenaga kesehatan, kenaikan jumlah klaimpersalinan. Ketidakpuasan bidan meliputi ketidakpuasanterhadap pemotongan klaim persalinan, jumlah klaimpelayanan persalinan, klaim pelayanan rujukan kompli-kasi persalinan, praktek persaingan tidak sehat, lamapembayaran klaim persalinan dan proses administrasiklaim persalinan. Hambatan bidan dalam pelaksanaankebijakan Jampersal di Kabupaten Purbalingga meliputikepercayaan pada persalinan dukun bayi, keenggananbidan melakukan klaim pelayanan antenatal tanpa persalinan, kebiasaan masyarakat bersalin di rumah, danlokasi pemukiman yang sulit dijangkau.Saran Perlu kajian unit biaya pelayanan secara cermat
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